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Korupsi adalah perbuatan yang melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat
merugikan suatu keuangan negara, pada saat ini banyak dilakukan oleh hampir
seluruh elemen penyelenggara Negara, baik kalangan pejabat-pejabat pemerintah
ataupun rakyat biasa. Sebagaimana yang terjadi dalam kasus korupsi Penyaluran
Dana Bantuan Sosial yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah. Permasalahan
dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap
pelaku tindak pidana Korupsi Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Kabupaten
Lampung Tengah serta Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam memutus
perkara Korupsi Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Kabupaten Lampung Tengah.

Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif pendekatan dengan
cara studi kepustakaan yaitu kaidah-kaidah atau norma-norma aturan-aturan yang
berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dan pendekatan yuridis empiris
yang diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara dengan responden atau
narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di bahas dalam
penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian dan permasalahan dari penelitian ini adalah
pertanggungjawaban pidana terhadap kasus tindak pidana korupsi penyaluran
dana bantuan sosial yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap Terdakwa Herman
Hazboellah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, yaitu adanya unsur sifat melawan hukum dan adanya kesalahan dari
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pelaku dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah, selain itu juga tidak adanya alasan pemaaf
sebagai bukti pembenar. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam
menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tersebut yang pertama adalah faktor
hukum, kedua, kerugian negara yang diakibatkan oleh Terdakwa, Kketiga,
Terdakwa merupakan residivis atau pengulanggan tindak pidana, keempat,
merusak citra pegawai negeri sipil, dan mempertimbangkan sejauh mana
Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan unsur-unsur dalam
dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Saran bahwa aparat pengak hukum harus berani menuntut para terdakwa korupsi
dengan hukuman yang maksimal sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi
pelaku serta orang-orang yang akan melakukan korupsi, pemerintah harus lebih
jeli dan cermat dalam mengalikasikan dana bantuan sosial kepada para penerima
dana bantuan sosial, dengan cara malakukan pengawasan atau monitoring setiap
bantuan yang dikucurkan.
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